BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 855/ DISKOMINFO/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUMUSAN
KEBLIAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati
tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik Dilingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Tim
Penvusun Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Di Lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lemharan
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Pemndﬂng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 ] Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimand telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemlmrgn Negar'a
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negal:a
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksaaan Undang—UndaI}g
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubh.k
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu_n__’z'ﬂ 15 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nag&n Nmm_
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); L TR P, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang . 3 r
Pelayanan Informasi  dan Dokumentasi Kementerian n 1
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. £ '
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 1 2

mbaran

- .._.- -~ e i =
14711 I
Srchs -:--, -.-:-.*

L s

“Ha

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kunkurcn n-r
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Hc:mo_'_i: M
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayan

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Hﬂm@’ @ Tembahan:
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) ac r ah diubah be

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahum% ] i{  tentank B

Atas Peraturan Daerah Peraturan Daemh r‘a‘“ﬁ 11 Ta
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahunzmﬁ_n 5}“1-: Pamba
Kabupaten Bengkayang Nomor 5); --*f*' e

ok
e b e,

'
ik

5 . e o i Al .

Ty

_!
[+ g

i AR
n P ey | ..«;i - II!‘{i “ r £ ,1"'{' ,'“,:’:I 1 "- T
Penyelenggaraan Pelayamn PL Dblik 1 43

Tahun 2017 Nomor 2, Tam *r‘: baran Dae
Daerah Kabupaw N ngke

Kabupaten Bengkayang lahun 2t
Kabupaten |

|

o, o

e e

et i e 3N\
amin 24U/

- ]
=
3]

ylravrannaog Nam
penggavang iNomo
|t S L e R

o N ¥

Scanned by TapScanner



r

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

' musan
Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Peru

' ikasi lik Di |
Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan l{nmum'kam }th?upatcn
Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

' rcantum
Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana te
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tim Penyusun Perumusan Peraturan Bupati ten'.cang Kel:.iijakan zekr:jl:
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebaga{mana dimaksud pa
DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menghimpun dan menginventarisir bahan/data; ‘
b. menyusun dan merumuskan rancangan Peraturan Bupati tentang

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik; dan ' | .
¢. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bengkayang.

Masa Tugas Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Di
Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berakhir
dengan telah selesainya seluruh proses isunan Perumusan

Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Ll
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Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang

—
o]

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetap
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KEPUTUSAN BUPAT] BENGKAYANG

NOMOR ‘' &Y3 /DISKOMINFO/TAHUN 2021
TANGGAL . 14 Jumn 2021
TENTANG

JABATAN POKOK KEDUDUKAN DALAM TIM
1 5, 3

l. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Pembina

2. | Kepala Dinas Komunikas;j dan Informatika Pengarah

Kabupaten Bengkayang

3. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab
Kabupaten Bengkayang
4. | Kepala Bidang Informasij Publik Dinas | Koordinator
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang,

S. [ Kepala Seksj Pelayanan Informasi Publik | Ketua
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkayang
0. | Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi | Sekretaris
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten |
Bengkayang |
7. | 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Aggota .
Bﬁﬂgkﬂ}’&l’lg; 2 ey T 0 el A TR
2.4 (empat) orang Pelaksana pada r S
Komunikasi dan Informatikg K ibupaten
Bengkayang: S
3. 1 (satu) orang Staf Honorer pad;
Komunikasi dan Informatika Kabuna
Bengkayang.
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